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ABSTRAK

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri
Hilir” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk memecahkan rumusan
is_tingkat Akuntabi 3, menganalisis tingkat

:‘qh,‘m “ ‘- h‘.“%‘ % Q mata Concong.
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ABSTRACT

In the thesis entitled "Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund
Allocation Management in Airbagi Village, Concong District, Indragiri Hilir
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.}

daerah yaitu
Desentralisasi, [ sentrasi, dan tugas pemt mi daerah ini
bertujuan a ; __" mandiri ] an daerah, dan
diharapkan .

1) menyata Wa aps ami sebal J atu entitas yang

Pemerintah desa memiliki andil ya p besar dalam hal pembangunan daerah,
dalam menerapkan asas dari otonomi daerah dan ikut serta menjadi penentu serta
membuat kebijakan secara mandiri dalam pemerintahan desa yang belum maksimal
diatur oleh pemerintah daerah. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap masing desa
mengingat desa memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Pemerintah

daerah juga mengambil bagian penting dalam membimbing serta melakukan

pengawasan terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh



pemerintah desa, guna sebagai pertimbangan semua yang dilakukan oleh
pemerintah desa bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam
penerapan pemerintahan desa yang baik akan memberikan dampak terciptanya desa
yang sejahtera terutama terhadap.kepercayaan-masyarakat atas pengelolaan dana
yang diterima terutama dana desa yang bertujuan untuk pembangunan, penunjang
dan pembinaan masyarakat desa.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa) tentang desa menjelaskan bahwasanya “desa-adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)”.
pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat yakni kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya. Demikian
dengan adanya pernyataan dalam pegertian tersebut pemerintah desa diharapkan
untuk mandiri dan bijaksana dalam melaksanaan percepatan pembangunan,
pengelolaan sumber daya, keuangan serta meningkatkan potensi yang di miliki oleh
desa bersangkutan. Meski demikian dengan banyaknya tugas yang harus di emban
oleh pemerintah desa tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar,
sehingga pemerintah desa wajib menerapkan beberapa prinsip penting seperti
akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, penegakan hukum, serta

keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan tata pemerintahannya.



Menurut (Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2013) penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan
asas-asas berupa«kepastian hukum, tertib.penyelenggaraan pemerintah, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efektifitas dan efisiensi, kearifandokal, keberagaman dan juga partisipatif.

Pemerintahan "desa harus mengikuti dan™ memenuhi unsur good
governance (tata kelola yang baik). Dalam melaksanakan tuntutan akuntabilitas
publik maka masyarakat penting untuk dilibatkan dan mengawasi serta melihat
proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu
untuk pelaksanaan good governance yang baik maka harus menerapkan
Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuali
dengan peraturan yang berlaku. Transparansi yang dimaksudkan adalah
pengungkapan hal-hal yang sifatnya material dan berkala kepada pihak-pihak yang
berkepentingan salah satunya adalah masyarakat. Seperti halnya dalam (Peraturan
Menteri Dalam Negeri. Republik Indonesia Nomer. 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Dana Desa) , keuangan desa di.kelola berdasarkan asas Transparan,
Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.
Dengan menerapkan Transparansi ini maka masyarakat memiliki akses untuk
memperoleh informasi pengelolaan keuangan, baik proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga ke pertanggungjawabannya.

Menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015) tentang Penetapan



Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016, dana desa diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa harus dikelola
secara tertib, taat pada ketentuan.perturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018) terdapat 5 (lima) komponen dalam melakukan Pengelolaan
Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel,  meliputi proses Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Sehingga
apabila prinsip yang harusnya di terapkan berupa Akuntabilitas dan Transparansi
tidak dijalankan dengan semestinya akan memicu munculnya permasalahan yang
akan terjadi dalam proses pelaporan Realisasi anggaran desa, dengan demikian jika
hal tersebut terjadi maka akan memicu munculnya kecurangan terhadap proses
pelaporan terhadap realisasi anggaran desa sehingga rawan menyebabkan
perbedaan hasil yang berupa fakta dan yang terjadi di lapangan. Maka dari itu
sangat penting memperhatikan kinerja pemerintah dalam melakukan pelaksanaan
yang baik terhadap program maupun kegiatan.yang berhubungan dengan anggaran
milik desa. Meskipun pemerintahan dijalankan dengan cukup baik namun tidak
menjamin sepenuhnya segala sesuatu yang dijalankan menjadi sempurna dan
terkendali. tetapi dengan adanya kebijakan yang harus di patuhi dapat
meminimalisir keadaan yang kurang kondusif seperti kecurangan maupun
menyalah gunakan kekuasaan apalagi korupsi. Selain itu tuntutan untuk

menjalankan good governance Yyang baik dengan kewajiban untuk



mempertanggungjawabkan penyajian laporan serta melaporkan segala bentuk
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak berwenang seperti
pemerintah desa sangat penting dilakukan, pemerintah desa harus teliti dan
memperhatikan proses pertanggungjawaban..tuntutan  Akuntabilitas inilah yang
kemudian mengharuskan Lembaga pemerintah desa untuk melaporkan
pertanggungjawaban keuangannya sebagaimana dengan jelas telah di atur dalam
Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan alokasi dana desa berikut
dengan tahapan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga ke pertanggungjawaban, karena masyarakat
berhak untuk mengawasi dan melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan
yang dilakukan-oleh pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan pada (Peraturan Bupati Indragiri Hilir 2021) pasal 3 (tiga)
mengenai alokasi dana desa_menyatakan bahwa tujuan peratuan mengenai
pengalokasian dana desa adalah agar terlaksananya pembagian alokasi dana desa,
dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di kabupaten Indragiri hilir. Karena pada
dasarnya setiap desa memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda, oleh sebab itu
setiap desa mendapat porsi dana yang berbeda:

Desa memiliki sumber pendapatan diantaranya seperti Pendapatan Asli
Desa. kemudian juga pendapatan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, lalu hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
kabupaten/kota, hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan

lain-lain pendapatan desa yang sah, dan juga Transfer pendapatan dari Pemerintah



yang bertujuan untuk menunjang pembangunan di desa. Dalam pengelolaannya
sebagaimana yang telah jelas diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018
menjelaskan bahwa alur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa dimulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap
pertanggunjawaban. Aparatur desa seperti Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur
keuangan, BPD serta perangkat-desa yang berwenang lainnya untuk bersama-sama
mengatur dan melaksanakan Rencana Anggaran Belanja Desa tanpa melupakan
kepentingan masyarakat desa, guna terlibat langsung didalamnya dan ikut serta
mengawasi pengelolaan alokasi dana desa bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes adalah dokumen formal hasil
kesepakatan antara pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa yang berisi
tentang belanja yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pemerintah desa selama
satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan
belanja tersebut.

Menurut pendapat (Yuliansyah, 2015 : 47) siklus pengelolaan keuangan
desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata.pemerintahan desa yang baik. Oleh
karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari
kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin
dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat

Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti



pada (Wahyu 2018) dengan hasil penelitian bahwa secara garis besar Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la sudah Akuntabel dan Transparan pada
tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, didukung pula
dengan masyarakat yang turut. aktif dalammelakukan..pembangunan desa.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Qulub 2019) menunjukkan hasil bahwa
Desa Karanganom Kecamatan -Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam
proses penyusunan dan pengelolaan dana desa masih belum sepenuhnya Akuntabel
dan Transparan, karena untuk tatap pelaksanaannya pemerintah desa kurang
berkoordinasi dengan tim pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk
tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka
terhadap masyarakat. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti berusaha menguiji
tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Kinerja keuangan, dengan
objek penelitian yang. berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah
Kecamatan Concong yang menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Desa dan
Laporan Pertanggungjawaban Desa Airbagi tahun 2019-2020.

Desa Airbagi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Concong kabupaten Indragiri-Hilir. Desa Airbagi terdisi dari 4 (empat) Dusun, dan
11 (sebelas) RT. Mayoritas penduduk Desa Airbagi hanya mampu menyelesaikan
Pendidikan sekolah jenjang SMP dan SMA. Masyarakat Desa Airbagi memiliki
beberapa macam mata pencarian yang dibagi ke dalam beberapa sektor diantaranya
perkebunan  khususnya Perkebunan Kelapa (Kopra), perikanan dan
perdagangan/jasa, dan lain-lain. Mayoritas Penduduk di Desa Airbagi adalah petani

kelapa.



Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Airbagi belum mampu
mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang berlaku mengatur
tentang pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk
merilis pengelolaan APBDes seperti masalah.informasi dan lain sebagainya, seperti
papan pengumuman ataupun baliho informasi mengenai realisasi anggaran maupun
anggaran penerimaan dan_belanja fdesa: belum digunakan secara maksimal.
Sedangkan ‘masyarakat™ perlu mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi
pengelolaan keuangan desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat
yang tidak mengetahui anggaran pendapatan yang diterima oleh desa, bahkan
banyak masyarakat mempertanyakan minimnya pembangunan sarana yang sangat
diperlukan dengan dana yang diterima oleh pemerintah desa.-Kurang fahamnya
masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa berakibat pada rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dan-, terjadinya ketimpangan antara masyarakat dan
pemerintah desa. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan, hingga menimbulkan
prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah bahwa pemerintah desa tidak
bertanggungjawab kepada masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat kurang
dilibatkan dalam proses perencanaan_program kegiatan pembangunan desa.
Akibatnya masyarakat Desa Airbagi menjadi kurang peduli terhadap persoalan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga minim inisiatif
program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan oleh
peneliti diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam mengetahui tingkat

transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa, oleh
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Pemerintah Desa di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir,

karena belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan Desa Airbagi sebagai

objek penelitian dengan topik tersebut.

WY

dikemukaka

Pengelolaan

Hilir ini ada

SN ELE

1. Bagaim
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2. Bagaimana Transp aan.Alokasi Dana Desa di Desa

Q“\\‘:

Airbagi Kecamatan Conca dragiri Hilir pada tahun 2019 dan

2020 ditinjau berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Airbagi, Kecamatan

Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
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2. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbandingan kepada para

peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai

Adanya ematika pe S8 mudah pembahasan
dalam penulisa

BAB | : PE
itian, Perumusan

Serta Sistematika

BAB Il :
Bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan
masalah yang diteliti, antara lain Pengertian akuntabilitas, Pengertian
transparansi, Pengertian alokasi dana desa, Penelitian Terdahulu, dan

Kerangka Pemikiran.
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BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan Mengenai Desain Penelitian, Objek Penelitian,

Definisi variabel, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan juga
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BAB Il
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan

pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya

12
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mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan. Sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar
kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1) Pendapatan asli desa (PADesa)

a. Hasil Usaha; yang dimaksud antara lain BUMDes
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b.

14

Hasil Aset; berupa tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan

kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala

Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
Bunga Bank.

Pendapatan Lain Desa yang Sah.
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2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (satu

dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah, semua pengeluaran yang

dibagi dalam bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Adapun Klasifikasi belanja
sebagaimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya :
a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintah Desa.

b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.
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c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistic, dan Kearsipan.
d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, dan

e. Pertanian.

Klasifik

c. Kepemudaan dan Olahraga, dan,
d. Kelembagaan Masyarakat.
Klasifikasi belanja sebagaimana yang dimaksud dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa diantaranya :
a. Kelautan dan Perikanan.

b. Pertanian dan Peternakan.
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c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Pembayaran Jaminan Sosial : dengan ketentuan perundang-undangan dan
kemampuan APB Desa.

1). Belanja Barang/Jasa yang nilai pengeluaran bagi Pengadaan Barang/Jasa yang

dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun Belanja Barang/Jasa

yang dimaksud adalah :



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

18

a. Operasional Pemerintah Desa.
b. Pemeliharaan sarana Prasarana Desa.

c. Kegiatan Sosialisasi / Rapat / Pelatihan / Bimbingan Teknis.

dari 12 (du
kegiatan penye
3). Belanja
bencana, kes

3. Pembiaya

Pengeluaran Pembiayaan. Berikut uraian mengenai penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud meliputi :
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a. Hasil SILPA tahun sebelumnya.
SILPA sebagaimana yang dimaksud paling sedikit meliputi pelampauan

penerimaan Pendapatan terhadap Belanja, Penghematan Belanja, dan Sisa Dana

kebutuhan
dana cadangan yang selanj enérimaa nbiayaan dalam
APB Desa.

c. Hasi ali Tanah dan

Ban

ANANN

§.
SN

Peraturan Desa paling sedikit memuat :
1.Penetapan tujuan pembentukan cadangan.
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
4. Sumber dana cadangan, dan

5. Tahun anggaran pelaksanaan cadangan.
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Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana yang dimaksud sebagai

berikut :

a. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Desa.

c. Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah Kas Desa dan Bangunan tidak dapat
dijual.

d. Penyertaan Modal BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuali

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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e. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

f. Peraturan Bupati/Walikota sedikitnya memuat ketentuan :

penting d yang haru ntahan desa dalam
mewujudka anspara untz > an Keuangan Desa.
Pengelolaan Ke ' .: alc . 0 tahun 2018
menyatakan bahwa “Pe . ‘ % : A kegiatan yang

meliputi

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri
Nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan
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dengan yang dianggarkan dalam ABP Desa. Dalam tahap perencanaan, Sekretaris
Desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun
berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan
Bupati/Walikota_setiap tahun:.Sekretaris_Desa menyampaikan rancangan desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan
Kepala Desa kepada BPD untuk' dibahas dan, disepakati Bersama. Rancangan
Peraturan desa disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
Rancangan
Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui

Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari_sejak disepakati untuk di
evaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling
lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan APB Desa.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Nomor Rekening
Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya
dilaporkan kepada Gubernur-dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal
Bina Pemerintah Desa untuk Pengendalian Penyaluran Dana Transfer. Kepala Desa
menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana keguatan anggaran menyusun DPA paling
lama 3 (tiga) hari yang kemudian diserahkan mlalui Sekretaris Desa kepada Kepala
Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah di setujui
Kepala Desa dan mengajukan SPP dalam setiap Pelaksanaan Anggaran sesuai

dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan
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pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi Pelaksana Anggaran wajib

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada

Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

rekening kas desa.
c. Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan

pengeluaran setoran pajak.
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d. Buku Pembantu Panjar
Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian pertanggungjawaban

uang panjar.

4. Pelaporan

Desa kepada

Realisasi APB
aling lambat 3
awaban tersebut

informasi yang

d) Sisa Anggaran Lain.

e) Alamat Pengaduan.

2.1.3 Pengertian Transparansi
dalam (Amelia, 2019 : 13) menyatakan Transparansi berarti pemerintah
desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri

adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat.
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Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan anggaran daerah.

Dengan adanya asas transparansi maka sebenarnya akan menjamin akses

; Q@ . A6).menyatakan bahwa terdapat

prinsip-prinsip Transparans ak hanya. berhubungan dengan hal-hal yang

menyangkut keuangan, tetapi Transparansi Pemerintah juga menyangkut 5 (lima)
hal sebagai berikut :
1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan

pendapat.
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2) Keterbukaan informasi yang berhbuungan dengan dokumen yang perlu

diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan

atau prosedur penyusunan rencana).

oleh masyara
oleh peme
laporan b

perangkat de

naL AN

+ a9

demikian Transparansi sudah jelas merupakan instrumen penting yang dapat
menjamin keselamatan uang rakyat dari perbuatan yang merugikan seperti korupsi.
Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas

lima komponen, dalam penelitian wahyu (2017 : 20 ) yaitu :
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1. Sistem Perencanaan Strategis
Rencana Strategis adalah suatun proses yang membantu organisasi untuk

memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi

mereka dana aré arus direncanz apai sasaran tersebut.

“‘m““ .’9 ‘ selaksanaan,

encapai hasil

nhay \\

cana strategis
organisas : j : 3 engukuran kinerja
adalah p ja. Penilaian ini
memban kan Kinerj 2lame an kinerja yang

-hal yang perlu

masa depan bias

iy disay yejepe il udwnyo(]
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setelah satu tahun berjalan, laporan akuntabulitas termasuk program dn
informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah di audit dan indikator
kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian

tujuan utama organisasi.
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4. Saluran Akuntanbilitas Publik

Kesepakatan Kinerja didesain, dalam hubunganya antara dengan yang

melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif
serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.
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2.1.4 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tindakan Pertanggungjawaban atas hasil yang

diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Hampir semua instansi menerapkan

P

kewajiban

tindakan se

maksud dari akuntabilitas tersebut sebagai berikut :
1.Akuntabilitas organisasi atau administrasi adalah pengawasan yang dilakukan
oleh pegawai yang memiliki hierarki lebih tinggi terhadap perilaku atau
tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada level yang lebih rendah, biasanya

dalam organisasi yang sama.
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2. Akuntabilitas hukum (legal accountability) berhubungan dengan ketersediaan

mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menentang

keputusan yang dibuat oleh pegawai atau Lembaga Pemerintah.

yapan bahwa pegawai
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. Akuntabilitas moral (moral accountability) didasari pada anggapan bahwa

dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat pegawai pemerintah selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai
moral ini sebagai alat kontrol yang efektif yang dapat mencegah pegawai

pemerintah bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat.
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Menurut (Andi 2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk
tanggungjawab misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi,

dari segi

pemilu.

erintah wajib

Pemerintahan Desa, dengan demikian ada 3 (tiga) bentuk Akuntabilitas yang wajib
dilakukan oleh kepala desa yaitu :
1). Akuntabilitas Vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa
kepada supra desa (bupati/walikota melalui camat).
2). Akuntabilitas Horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

kepada BPD, dan,
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3). Akuntabilitas Sosial, yakni pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat

p jabatan atau
ajiban  untuk
perkembangan

atau sewaktu-

“;’,‘%‘E‘ =

Y

<
j §
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o
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=3
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b
2
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>

kebijakan keuangan daerah menurut (Mardiasmo 2018 : 47) sebagai berikut :
1). Akuntabilitas
Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai
dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, Bersama-
sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan

dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
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2). Value for Money
Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang

maju, keadilan,

3).
penyelenggara
&-!T an yang tinggi
t diminimalkan

4).

masyarakatnya sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif,
akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5). Pengendalian

Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus selalu di monitor, yaitu

dibandingkan antara yang ditargetkan dan dianggarkan dengan yang dicapai.
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Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas di atas, maka penulis
mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah berupa pertanggungjawaban

oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya milik publik

1. Indi
an Keuangan
Desa beberapa indika : am penelitian ini
yakni
1. Taha
a. Per APBDes
b. Pe ’ hun berkenaan
2. Tahap
a ) kas desa
b okumen pelaksana
c am buku kas umum dan

3. Tahap Penatausahaan

a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan.

b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaraan dalam buku kas umum.
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4. Tahap Pelaporan

a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Realisasi APB Desa

semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

angan, laporan

m daerah dan

ABANE:

Permerintah (RKP).
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis
besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti
mengemukakan dan menghubungkan variabel yang berpedoman pada ketentuan

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
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dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa harus
dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

disiplin anggaran, dengan begitu APB Desa menjadi dasar pengelolaan keuangan

Pelaporan 1

Hasil Penelitian
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2.3 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas,maka dikemukakan hipotesis

sebagai berikut : diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Alokasi Dana -* 3 dragiri Hilir belum

N1 SECES e

%,
%”'

ﬁ

\\\“,

“\\\‘\\\\



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

menganali
analisis pr

hubungan anta

Menurut (Sugiyono 2013 : 15) Metode Deskriptif Kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa
digunakan untuk menelitit kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan
sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif

atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

38
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Menurut (Abdussamad 2021 : 43) pendekatan kualitatif termasuk dalam

naturalistic inguiry, yang memerlukan manusia sebagai instumen karena

penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa

menganalisis

tingkat akuntz sparansi pengel alokasi dana desa di desa

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini untuk menganalisis
tingkat penerapan Akuntabilitas, Transparansi pada Pengelolaan Alokasi Dana
Desa, maka terdapat dua variabel yaitu Akuntabilitas serta Transparansi dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Airbagi, Kecamatan Concong,

Kabupaten Indragiri Hilir.
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Pengukuran variabel Akuntabilitas yaitu berpedoman pada Permendagri

nomor 20 tahun 2018 yaitu menganalisis kesesuiaian dimulai dari 5 (lima) tahap

sebagai berikut :

sama. Rancangan

tahun berjalan.

Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang
selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk Pengendalian Penyaluran Dana
Transfer. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana keguatan anggaran
menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari yang kemudian diserahkan mlalui

Sekretaris Desa kepada Kepala Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan
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berdasarkan DPA yang telah di setujui Kepala Desa dan mengajukan SPP dalam
setiap Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA

kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi

Fungsi K Ao aur keuang pencatatan setiap
penerimaan
setiap akhi
laporan perte aWa ‘ aporkan oleh Kaur
keuangan ke

berikutnya.

dari : Laporan Pelaksanaan APB Desa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Pertanggungjawaban.
e. Pertanggungjawaban
Dalam  Tahap ini Kepala Desa menyampaikan  Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Bupati/Walikota melalui Camat setiap

akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
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Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada
Masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan berupa Laporan

Realisasi APB Desa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan

dilakukan q ari terjadinya
kecuranga . ag g ' a kejelasan dan
kelengkap adi pe sa di abaikan, hal
ini penting arakat ‘j ‘- -L ::‘; : 3 cara jelas dan
lengkap mengenai keterbukaan merinta '-: - merintah desa wajib

menyediaka

1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada lokasi
penelitan, data ini dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi
mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa

Airbagi kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir.
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Dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai pengamat. Secara
langsung pada penelitian ini, peneliti mengamati dan menganalisis tingkat

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Airbagi

seterusnya. Data : i d isasi anggaran

belanja des . ( an F Jjjawaban, data
APBDesa ¢

Pemerintah

*ﬁ 1 dan catatan-catatan yang

dimiliki Pemerinta Q ﬁ “‘ sanakan dengan membuat copy atau

melampirkan pencatatan da dan asli milik Pemerintah Desa,
dokumen yang diperlukan berupa : rincian APBDes, bukti penerimaan dan
pengeluaran, bukti pertanggungjawaban serta laporan pengelolaan dan
penggunaan anggaran desa.

2. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menjadi informasi tambahan

dan tolak ukur jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi

yang tidak sama antara tim pengelola ADD dan Masyarakat Desa.
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3.6 Teknik Analisis Data
Tehnik Analisis Data Kualitatif menurut (Hardani 2020 : 159) dalam

penelitian kualtitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu

sebagai

1. Hal
meng

terkait

data dari hasil wawancara yang berupa teks dan catatan yang dituangkan
dalam teks yang lebih rapi. Lalu dokumen-dokumen yang telah diperoleh di
evaluasi dengan permendagri nomor 20 tahun 2018.

3. Penarikan kesimpulan, Kegiatan analisis yang penting terakhir adalah

menarik ksimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan
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pedoman Undang-Undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel

dan transparan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Un jek Penelitian

Kampung Baru). Pertemuan air pasa yala Concong Dalam dan Kuala Concong
Luar bertemu di Desa Airbagi. Desa Airbagi berdiri pada tahun 1982/1983. Asal
penduduk Airbagi berkembang saat ini cukup majemuk karena terdiri dari beberapa
suku diantaranya Suku Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan dan juga

penduduk asli Melayu, serta beberapa suku Jawa dan Bugis.

46
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Desa Airbagi pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Concong

Dalam dan masih mengikuti Kecamatan Kuindra/Sapat. Desa Concong Tengah

memekarkan diri dari Desa Concong Dalam menjadi Desa Airbagi dan mengelola

Pembagian

Tanah Pekarangan Pemukiman Rakya 5 KM

Tanah Perkebunan Rakyat 1800 Hektar
Tanah Kebun Kas Desa 15 Hektar
Tanah Perkantoran 0,5 Hektar
Tanah Sekolah 1 Hektar
Tanah yang di Pergunakan Untuk Jalan 50 KM

Lapangan Bola Kaki dan Voli 2 Hektar
Pustu 30 x 50 Km

Kopra Unit Desa 0 Hektar
Lahan Persiapan Sarana Lainnya 110 Hektar
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Keadaan Topografi desa Airbagi dilihat secara umum keadaannya
merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan rawa lebak, dan perkebunan.

Beriklim Tropis karena hal tersebut memengaruhi pola perekonomian penduduk

setempat.

N Jumlah
1 468 orang
2 74 orang
3 7 orang
4 10 orang
5 | Guru 22 orang
6 | Bidan/Perawat 2 orang
7 | Polri 1 orang
8 | Pensiunan 0 orang
9 | Sopir/Angkutan 10 orang
10 | Buruh 67 orang
11 | Jasa Persewaan 5 orang
12 | Swasta 7 orang
13 | Angkutan, Pergudangan, Komunikasi 15 orang
14 | Pekerja Serabutan 150 orang
15 | TNI 1 orang
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Desa Airbagi terbagi ke dalam 4 (empat) Dusun yang terdiri dari :

1.

2.

Dusun 1/Dusun Nindra Jaya : Jumlah 1 RW dan 3 RT

Dusun I1/Dusun Banjar Mas : Jumlah 1 RW dan 3 RT

@ B

CoOoNoORWONET

Arisan
Simpan Pinjam
Kelompok Tani
Gapoktan

. Karang Taruna
10. Arisan Masyarakat
11. Ormas/LSM

12. Lain-lain

kelompok
0 kelompok
4 kelompok
3 kelompok
1 kelompok

1 kelompok
0 kelompok
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Gambar 4.1

Susunan organisasi pemerintahan desa Airbagi Kecamatan Concong
Kabupaten Indragiri Hilir periode 2017-2022

KEPALA DESA

=)

KEPALA
l' URUSAN

RENCANAAN

‘1“ hﬁ‘h‘ (1)

KADUS MAJU
JAYA

=

INDRAJAYA

MASDAR S.pd SIRAJUDIN

Tugas dan fungsi perangkat desa :
a). tugas Kepala Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa. Melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Kepala desa mempunyai tugas wewenang :

1). Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
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2). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

3). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.

4). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.

8). Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala
desa antar waktu.

9). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala
desa.

10). Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
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c). adapun tugas dan fungsi Sekretaris Desa adalah :

1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

N ueeyesndidg
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surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

administrasi
n pengeluaran,
silan perbekel,
unjangan badan
baga pemerintah

awaban keuangan

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,
pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah desa dari rencana kerja pemerintah desa serta

penyusunan laporan perbekel.
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d). Tugas Keuangan (Bendahara Desa)

1). Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan  penerimaan pendapatan desa dan

5). Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
6). Penyiapan rapat-rapat.

7). Pengadministrasian asset desa.

8). Pengadministrasian perjalanan dinas.

9). Melaksanakan pelayanan umum.
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f). Kaur Pembangunan memiliki tugas mengkoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa. Seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

melakukan

9). Desa dalam
pertanahan,

arakat  desa,

o~
&
i,
o
g
=
g
aks

h). ebagai Pelaksana
a Pengelolaan
Kepala Urusan
dalam urusan
) 10 tugas Kepala Dusun

1). Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan dan penata dan pengelolaan
wilayah.

2). Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3). Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
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4). Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

4.1.3 Visidan D

1. Visi

%“

=
i
D

ini visi

N AN ALN

kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan
ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk
memacu pembangunan.

4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis,
produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan,

membina usaha kecil kebutuhan masyarakat.
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5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka
keamanan dana ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan

masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang

meningkatkan
I IPTEK dengan
pembangunan

erata tanpa ada

. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat
majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan

pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan

kemampuan.
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5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan
pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasna

kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai

pemerintahan o A 2 dragiri Hilir. Maka
peneliti  aka ¢ li¢ ntabilitas dan
Transpar : | )ana ) telah diterapkan oleh Desa

Airbagi Ke

realisasi belanja desa tahun anggaran 2018 hingga seterusnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa maka berikut indikator yang diperlukan untuk pengukuran dalam
penelitian ini yakni :

1). Tahap Perencanaan

a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDes.
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b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berjalan.
2). Tahap Pelaksanaan

a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

5). Tahap Pertanggungjawaban

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan

realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke desa.
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Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Airbagi sudah tertuang
dalam Rencana anggaran biaya pemerintah Desa Airbagi. Rencana anggaran biaya
pemerintah desa ini akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun anggaran
pendapatan belanja desa (APBDes).

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi
memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti. mengenai perencanaan anggaran
untuk pengalokasian dana desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pada pukul
09.42 WIB':

“jadi dalam perencanaan pembangunan desa ini kan pemerintah

berusaha melibatkan perangkat inti penting desa yang sekiranya

mewakili, kami memusyawarahkan mengenal bagaimana anggaran
belanja desa ini kita alokasikan, nanti dari hasil musyawarah yang masih
rencana itu akan dibuatkan anggaran pendapatan belanja desa nya”.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa_Airbagi sudah melibatkan aparat
terkait namun tidak menyebutkan lebih lanjut adanya keterlibatan masyarakat
umum untuk melaksanakan musyawarah pra pembentukan rencana anggaran
belanja desa.

Seorang informan bapak.Masdar selaku salah satu Kadus di desa Airbagi
memaparkan hasil wawancara kepada peneliti mengenai perencanaan
pembangunan desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 08.33 WIB :

“waktu itu saya pernah meminta untuk jalan di pinggir sungai serta

dengan pelabuhan nya diperbaiki karena kondisinya sudah tidak bisa
dilalui lagi jika air pasang besar, dengan yang lebih tegap, tapi belum ada

’

rencana yang pasti mengenai perbaikan” .
Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh salah satu Kepala Dusun yang

bertempat tinggal di Pasar Baru RT 01 Desa Airbagi ini, maka peneliti
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menyimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa masih belum merata di
karenakan tidak memaksimalkan perencanaan penggunaan anggaran desa dengan

melibatkan masyarakat umum secara aktif, sedangkan prasarana yang dibutuhkan

pada jumlah tertentu untuk memenu utuhan operasional pemerintah desa.

Seorang informan bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi
memaparkan hasil wawancara kepada peneliti pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022
pukul 09:46 WIB :

“untuk urusan pembayaran dan pembelian kami menggunakan rekening
kas desa, sedangkan uang cash kami gunakan disaat tertentu seperti
misalkan ada ni tukang yang mengerjakan perbaikan jembataan atau
pelantar jalan dipinggir sungai itu kan nanti dibayarkannya menggunakan
dana cash itu”.
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Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan Desa Airbagi
melakukan pembangunan kampung menggunakan dana desa yang menggunakan
rekening kas desa.

dana berupa cash digunakan untuk pembayaran dan

memaparkan hasi ) 3 pene ari.sabtu tanggal 5 maret 2022

pukul 10:03 WIB :
“sistem pencatatan da ahaan disini sudah pakai komputer
dengan sistem keuangan desa yang terhubung dengan rekening kas desa.
Nanti setelah adanya pengambilan uang untuk kegiatan apa saja nanti itu
kan ada SPJ nya, itu gunanya untuk nanti menjadi bukti tertulisnya,
tanggalnya, berapa uangnya yang diambil ya yang begitu kira-kira .
Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

dalam tahap penatausahaan alokasi dana desa telah dilakukan dengan sistem

keuangan desa. Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan
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pemasukan dana baik itu dana transfer atau penarikan secara tunai harus disertai
dengan bukti sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ).

Kemudian hasil wawancara dari bapak Musmulyadi selaku Kepala Desa
Airbagi pada hari.sabtu 5 maret.2022 pukul 08:12 WIB:

“jadi_mengenai laporan SPJ sekarang ini tidak bisa kami berikan ke

sembarang orang karena sudah ada aplikasinya, tapi kalau ingin

melihatnya sebenarnyacbisa melihatnya di aplikasi tersebut dan kami
izinkan”

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas maka peneliti
menyimpulkan-dalam tahap penatausahaan sudah mengikuti pedoman berdasarkan
permendagri nomor 20 tahun 2018. Pemerintah desa sudah memiliki sistem untuk
proses penatausahaan yang terhubung dengan rekening kas desa.

d. Tahap pelaparan

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa
Kepala Desa menyampaikan laporanpelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui
Camat dengan laporan berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi
kegiatan.

Seorang informan. bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi
memaparkan hasil wawancara nya pada hari sabtu 5 maret 2022 pukul 10:28 WIB:

“jadi nanti setiap ada kegiatan gitu kan setiap dana yang terpakai,

anggaran desa ini akan kami masukkan kedalam SPJ, dan untuk masalah

pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi
rincian dari semua kegiatan yang dilaksanakan, nanti dari semua laporan
yang sudah dirangkum itu akan dimasukan ke dalam APBDes yang
memang itu sudah harus dilaporkan setiap tahun, tapi untuk pemakaian

dana contohnya misalnya kita beli kertas dua dus ternyata cuma beli satu
Jjadi nanti itu sisanya yang lebih masuknya ke data SiLPA”
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Seorang informan bapak Musmulyadi selaku Kepala Desa Airbagi

memaparkan hasil wawancaranya pada hari sabtu 5 maret 2022 pukul 08:43 WIB:

“kalau urusanwincian dana yang habis kita pakai biasanya dirangkumkan
seluruhnya ke APBDes setelah digunakan untuk Kaur Keuangan sendiri
di kantor ini masih lulusan SMA jadi sebenarnya kita masih kurang
kualitas SDM, patokannya ya asal bisa mengoperasikan komputer kita
terima, untuk urusan laporan itu ya kita buat sebisanya sesuai prosedur
vang ditetapkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan maka disimpulkan bahwa
pada tahap penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri nomeor 20 tahun 2018.
Pemerintah Desa tampak sudah mengupayakan untuk mengikuti prosedur
berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun
2018. Berdasarkan Permendagri=No 20.tahun 2018 pasal 68 kepala desa
menyampaikan laporan pelaksanaan APBD dan laporan Realisasi kegiatan, lalu
sebagaimana dimaksudkan dengan‘cara menggabungkan seluruh laporan paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
e. Tahap pertanggungjawaban

Berdasarkan Kketentuan dalam Permendagri no 20 tahun 2018 yang
mengatur tentang tahap Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
dan Penggunakan Anggaran Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi
APB Desa harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa.

Seorang narasumber bapak Radiansyah selaku Sekretaris Desa Airbagi

memaparkan hasil wawancara pada sabtu 5 maret 2022 pukul 10:46 WIB:
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“Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ itu biasanya kan sudah
di rekapkan di aplikasinya itu, dan juga sudah ada di APBDes,dokumen
SPJ di sampaikan kepada Camat dan dilaporkan setiap akhir tahun,
bentuknya itu ya seperti dalam dokumen laporan yang sudah saya berikan
kepada adik itu rinciannya”

dokumen

terhadap Pe
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Berikut laporan realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Airbagi tahun 2019

dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kod Lebih/kuran

e

Rek

1

4

4.2

421

422

4.2.3

424

5

5.1 1.635.000

51.1 0,00
Tunjangan

5.1.2 | Penghasilan 0,00
Tunjangan Perang

5.1.3 | Penghasilan  Tetap 183.600.000 0,00
Tunjangan Perangkat Desa

5.1.4 | Jaminan Sosial Kepala 1.800.000 165.000 1.635.000
Desa dan Perangkat Desa

5.1.5 | Tunjangan BPD 58.800.000 | 58.800.000 0,00

5.2 | Belanja Barang dan Jasa 307.722.600 | 304.722.000 3.000.000

5.2.1 | Belanja Barang | 65.467.600 | 65.467.600 0,00
Perlengkapan

5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium 194.900.000 | 191.900.000 3.000.000

5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas 26.780.000 | 26.780.000 0,00




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

66

5.2.4 | Belanja Jasa Sewa 13.900.000 | 13.900.000 0,00

5.2.5 | Belanja Operasional 5.975.000 5.975.000 0,00
Perkantoran

5.2.6 | Belanja Pemeliharaan 700.000 700.000 0,00

53

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.34

545

868.937.450

6.1

6.1.1

6.2

6.2.2

0,00

0,00

4.635.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.635.000
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Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Kod Uraian Semula Menjadi Bertambah/Kura
e rek ng (RP)
4 Pendapatan
4.2 Pendapatan 1.438.410.6 1.412.608.6 (25.807.000)
Transfer 50 50
Jumlah 1.438.410.6 1.412.603.6 (25.807.000)
Pendapatan 50 50
5 Belanja
5.1 Belanja 317.700.000+ ..,.317.700.000 0,00
Pegawai
5.2 Belanja 404.043.000 | 386.653.000 (17.390.000)
Barang dan Jasa
5.3 Belanja Modal 420.093.150 | 281.292.150 (138.801.000)
54 Belanja Tidak 256.209.500 | 386.593.500 130.384.000
Terduga
Jumlah 1.398.045.6 1.372.238.6 (25.807.000)
Belanja 50 50
Surplus/(Defis 40.365.650 40.365.000 0,00
it)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan 4.635.000 4.635.000 0,00
Pembiayaan
6.1.1 | SiLPA Tahun 4.635.000 4.635.000 0,00
Sebelumnya
6.2 Pengeluaran 45.000.000 45.000.000 0,00
Pembiayaan
6.2.2 | Penyertaan 45.000.000 45.000.000 0,00
Modal Desa
Pembiayaan (40.365.000) | (40.365.000) 0,00
NETTC
Sisa 0,00 0,00 0,00
Lebih/(Kurang)
Pembiayaan
Anggaran

4.2.2 Transparansi

Pengelolaan Alokasi

Dana Desa di

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Desa Airbagi

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
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tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan

Sekretaris Desa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 pukul 11 : 03 WIB :

“sebenarnya perangkat inti desa sudah secara terbuka mengetahui
rincian dana, setiap dana yang masuk sudah kami informasikan ke
perangkat desa inti, cuma masyarakat sendiri pada kenyataannya itu
kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja dan sumbernya, selain
itu pemerintah desa sudah memasang baliho anggaran didepan kantor
kepala desa dari tahun kemarin”
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Berikut keterangan yang sudah peneliti ambil dari masyarakat setempat,
seorang informan bapak Raja Maslan sebagai masyarakat umum memberi
keterangan kepada peneliti pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 pukul 09 : 22
WIB :

“sebenarnya kalau untuk dana-dana desa seperti itu kami kurang tau

karena tidak ada diberi informasi, seharusnya di beritahu informasi

disetiap RT jadi masyarakat bisa melihat, alhamdulillah nya beberapa
sarana di kampung'sudah bagus, cuma untuk jalan di pinggir sungai dan
jembatan tidak juga di perbaiki padahal rusaknya sudah berapa tahun ini,
cuma ada sebagian RT yang menikmati perbaikan jalan yang bagus

Jjembatannya juga”

Seorang informan ibu Raja Marlina salah satu guru TK di desa Airbagi,
pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 pukul 10 12 WWIB memberikan keterangan
sebagai berikut«

“Ibu Cuma agak kecewa pembangunan jembatan tidak juga ada

perbaikan, kalau musim pasang besar anak-anak yang mau pergi ke

sekolah jadi kesulitan untuk pergi ke sekolah, apalagi-anak TK yang masih
kecil-kecil. Itu bahaya-melewatijjalan yang terendam air pasang sungai”.

Dari hasil wawancara peneliti berdasarkan keterangan Narasumber
perangkat desa dan juga masyarakat umum, terdapat kontra pendapat. Dari segi
kesesuaian dengan indikator berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018
peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah mengikuti peraturan yang
berlaku mengenai praktek transparansi yang harus di penuhi oleh pemerintah desa
meski masih dijalankan kurang optimal, lalu masalah masyarakat yang kurang
dilibatkan secara langsung serta minimalnya papan informasi yang disediakan
menyebabkan tidak seluruh masyarakat mengetahui anggaran dana yang dimiliki

oleh desa, apalagi letak kantor kepala desa yang agak jauh dari pemukiman

menyebabkan tidak efisien nya papan informasi yang disediakan. Karena
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kenyataannya masyarakat masih awam terhadap masalah penganggaran dan dana

yang didapatkan oleh desa, ditambah lagi tidak maksimalnya sosialisasi mengenai

hal tersebut menyebabkan kontra pendapat dari masyarakat dan pemerintah desa

mengelola anggaran desa, berdasarkan asas Akuntabilitas dan juga Transparansi
dengan tahap pengelolaan berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagaimana dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
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Pertanggunjawaban telah dijalankan dengan baik. Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa sudah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana kebutuhan

masyarakat.

masyarakat

pemerintah

mengetahui
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

adalah sebag

1. Pemeri agi mer : 0 ) Akuntabilitas dalam

tahapan dalam
ilai cukup baik

des menyusun

desa dalam menggunakan anggaran desa untuk masalah pembayaran dan
pembelian pemerintah desa menggunakan rekening kas desa dan keperluan yang
memerlukan dana tunai, pemerintah desa juga menyediakan dana tunai tersebut
untuk memenuhi kebutuhan operasional desa. Mengenai asas Tansparansi pada

indikator pelaksanaan sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri No.20 tahu

2018, Pemerintah telah memiliki baliho berisi informasi Anggaran Dana Desa
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yang dipajang persis didepan kantor kepala desa, namun informasi tersebut tidak
optimal sampai pada masyarakat karena posisi kantor kepala desa tidak berada
pada pemukiman ramai penduduk sehingga banyak masyarakat yang tidak
mengetahui tentang Informasi.tersebut.

. Tentang indikator Penatausahaan oleh Pemerintah Desa Airbagi sudah sesuali
dengan ketentuan yang herlaku’ dalam: Permengri No.20 tahun 2018 karena
sistem " pencatatan dan penatausahaan sudah tersistem dengan baik dan
terhubungan dengan rekening kas desa. Selanjutnya berdasarkan asas
Transparansi mengenai SPJ kegiatan yang telah dikumpulkan semua bisa dilihat
dalam sistem aplikasi yang telah digunakan oleh Pemeintah Desa, terbuka bagi
masyarakat untuk melihatnya. Hanya saja kemudahan informasi ini tidak
dikatahui oleh masyarakat umum sehingga kurang optimal penggunaanya akibat
dari tidak adanya sosialisasi yang aktif dari pemerintah desa.

. Pada tahap Pelaporan oleh pemerintah Desa Airbagi. sudah juga sudah
melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PermendagriNo.20
tahun 2018. Berdasarkan penuturan Sekdes yang menyatakan bahwa setiap dana
yang terpakai maka akan ada. SPJ dari.setiap kegiatan tersebut, selanjutnya
masalah pelaporan yang disampaikan kepada Camat telah dilengkapi rincian dari
setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian dirangkumkan dalam
APBDes yang fungsinya untuk dilaporkan setiap tahunnya.

. Selanjutnya mengenai tahap indikator Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
sudah cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.20 tahun

2018, berdasarkan penuturan dari hasil wawancara Bersama Sekdes Airbagi
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yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ sudah
direkapkan didalam aplikasinya dan juga sudah ada dalam dokumen APBDes,

dokumen SPJ ini kemudian disampaikan kepada Camat dan dilaporkan setiap

hasil penelitian ini ‘- -L implikasi yang luas
bagi penelitian-selanjutnya dengal : “ g sama pun saran dan hasil
penelitian be

1). Diharapkan Pemeri DES3 pu Jagi me atkan kinerja untuk

terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
2). Diharapkan dibuat papan informasi yang lebih banyak setidaknya di setiap RT
agar masyarakat bisa senantiasa melihat realisasi anggaran milik desa
digunakan, karena papan informasi yang dimiliki sebelumnya terbatas untuk
dilihat dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja, selain itu sosialisasi

mengenai akses informasi secara digital pun bisa dilakukan agar lebih
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memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dan digunakan untuk

apa anggaran dana desa tersebut.
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